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Abstrak

Gambaran mengenai kekerasan di Sulawesi Selaten sangat menarik untuk dicermati. Selaln
karena kuantitasnya yang sangat banyak dan bertentangan dengan peraturan hukum.
Lebih dari itu karena adanya kontradiksi antara peraturan hukum keblasaan masynrakat
Sulawesi Selatan dengan peraturan hukum pitdana khususnya Pasal 2 Undang-Undang
Darurat No. 12 Tahun 1951, Berikut ini diuraikan tentang Interaksi Budaya Lokal dengan

Hukum Pidana Nasional,

Pendahuluan

Berbicara hukum dewasa ini tidak mesti
hanya merujuk kepada peraturan-peraturan
hukum tertulis belaka, melainkan juga men-
cakup sekumpulan kaidah yang tidak ter-
tulis, yang elah menjadi kebiasaan yang
dipraktekkan dalam masyarakat. Sebagai-
mana halnya para pakar merumuskan ten-
tang fenomena kekerasan dalam masyara-
kat tidak selalu dipandang sebagai tindakan
kejahatan. Dalam tradisi masyarakat ter-
tentu, seperti di Sulawesi Selatan, keke-
rasan atau penganiayaan, bahkan pembu-
nuhan yang bertujuan untuk mempertahan-
kan harga diri atau harkat martabat dianggap
bukan kejahatan dalam arti kriminalitas.Dari
segi kriminologi secara umum, faktor ketu-
runan, rumah tangea yang rusak, fingkungan

sekolah dan masyarakat, pengangguran,
media massa, minuman keras dan obat-
obatterlarang berpengaruh positif terhadap
fenomena kejahatan. Sama halnya seperti
faidor umur, intelegensia, jender, kepriba-
dien seseorang, dan lemahnya penerapan
sistem hukum pldana berpengaruhternadap
persoalan kejahatan.' Apa yang disebut di
atas temyata tidak bisa dipergunakan dalam
memahami persoalan hukum dan ketertiban
di Sulawesi Selatan. Sebab, fencmena ke-
kerasan yang terjadi di daerah Bugis maupun
Makasar sangat spesifik, tindakan terhadap
nyawa saseorang begitu mudah terjadi.
Ahti-ahl] llmu sesial lainnya, seperti Pos-
pisl (1979) dan Bohannan (1862) dan ahli
hukum adat Belanda seperti Ter Haar (1945)
sepakat bahwa kekerasan, termasuk pem-
bunuhan tidak selalu dapat dikategorikan ke

'Kajian mendatam dari Wilson J.Q dan Hemstein, R.J, 1985. Crime and Human Nature: The
Dofinitive Study of The Causes of Crime. New York: A Touchstone book. him. 289. terutama
dalam bab 1l dan IV, telah membahas perungdang-undangan, pembangunan dan konteks sosial
atalah merupakan faktor-faktor yang relevan dalam mempsngaruhi imbulnya kejahatan.
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dalam kejahatan, Implikesi dari pandangan
tersebut, bahwa dalam sebagian masyara-
ket tertentu tidak mengenal adanya pami-
sahan antara hukum pidana dan hukum per-
data. Sehingga tidak terlalu aneh bilamana
pelanggaran dalam hukum parkawinan ter-
kadang bisa terkait dengan sankst-sanksi
pidana.

Pada umumnya pakar percaya bahwa
masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya
suku Bugis dan Makasar memiliki karekte-
ristik budaya yang khas. Jiwa pelaut, tem-
peramen tinggi, menjungjung tinggi adat,
dan harga diri atas martabat, sangat peduli
dengan ikatan primordial. Selain itu terdapat
karakier lain seperti cepat barprasangka
buruk terhadap orang lain (tao la/n), utama-
nya yang tidak satu suku, dan senang meli-
batkan diri dalam urusan orang lain.? Pan-
dangan tersebut masih tetap valid terutama
dalam kaitannya dengan nilai budaya sin®
dan agresifitasnya terhadap pembelaan
harkat martabat keluarga dan agama.

Memang dinamika masyarakat Su-
lawesi Selatan tidak dapat melepaskan
dirinya dengan sejarah sosial dan politik
mereka. Lebih dari empat abad (16-20) ke-
hidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-

hari mereka hampir dipenuhi oleh berbagai
konflik sostal dan fistk, sepertl peparangan,
kerusuhan dan pemberontakan. Akibatnya,
panderitaan masyarakat sacam sosial dan
budaya, serta kemunduran dalam dunia
pendidikan tidak bisa dihindarkan dan ber-
lanjut hingga akhir tahun 1970-an’® Kere-
sahan sosial yang begitu nampak iti1, tidak
saja melahirkan petilaku-perilaku yang
kontradildif, namun juga menumbuhian pro-
ses pembentukan butaya dan kepribadian
yang menyimpang lantaran pengalaman
yang buruk itu. Kepribadian dominan ter-
sebut berpengaruh besar terhadap pola
interaksi bertahan (defence), dan pola
interkasi menyerang (aflack), yang juga
herakibat terhadap lajunya partumbuhan
hukum dan ketertiban masyarakat.

Jikapun ada dominasi diantara kedua
interaksi itu, misalnya pola menyerang, ma-
ka itu semate-mata hanya karena tuntutan
dari kewajiban adat untuk tujuan menegak-
kan harkat martabat manusia. Balk sese-
orang itu melakukan panyerangan, atau per-
tahanan dampaknya akan selalu sama
torhadap persoalan hukum dan ketertiban.
Sebab, akibat-akibat yang ditimpulkannya
oleh kedua interaksi tersebut, pada umum-
nya berakhir dengan pertikaian fisik.

*Mengenal karakteristlk masyerakat Sulawasi-Selatan ini, selain bisa dibaca beberapa
bebserapa penulls lokal seperti Zainal Abidin. 1883. Persepsi Orang Bugls, Makasar Tentang
Mukum Negara dan Dunifa Luar. Bandung: Alumni Press. him. 107. Chabot. 1861, Kinship,
Status and Gender in South Celebes. Translation series 25. With an introduction by Martin
Rossler and Birgitt Rottger Rosster, Leiden: KITLV Press. Universty Press. him. 180. Accialoli,
Gregory L. 1991. Searching for Good Fortune: The Making of a Bugls Shore Community at

Lakel.indu, Contral Sulawes!. Ph.D. Thesis. Camberra: The Australian Nationall

niversty. hlm. 18.

Stavorinus, J.S. 1869. Voyages to The East Indles. Translated by $.H. Wilcock Vol. li. London:

Dawson of Pall Mall (Reprint}. him. 182.

% ihat Harvey, Barbara Sillars. 1974, Tredition, Istam, and Rebellion: South Sulawes] 1850-
1885. Ph.D. Thesis. Comell Universty. him. 78. dan bandingkan dengan Thontowi, Jawahir.
1997. Law and Custom In Makasar Socloty: The Intoraction of Local Custom and The Indone-

gian Lega!
Nedlands. Australia. him. 34-38.

Systom in Dispute Resolution. Ph.D. Thesis. Anthropology Departement. UWA.
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Perlu diperhatikan bahwa timbulnya
kepribadian tersebut berpusat pada konsep
nilai sir’dan konsep pacce (perasaan iba)
yang bisa melahirkan solidaritas. Jadi, ke-
dua intsraksi itu mendapatkan pambenaran-
nya ketika masyarakat Sulawesi Selatan
memandang bahwa sirl itu sebagai suatu
sistem nilai dari norma dalam kehidupan
mereka sghari-hari.* Secara konseptual sii”
dianggap sebagai sistemn nilai dan norma
dalam budaya Sulawesi Selatan, yang
bilamana dilanggar akan menimbuikan
perasaan malu. Dan bisa konsep sir’ berarti
harkat martabat oleh karana tuntutan adat
seseorang dalam keadaan tertentu telah
memtliki kelebihan-kelsbihan danjugatelah
setia untuk mematuhi hukum adat,

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan hu-
kungan antara faktor budaya lokal dan tim-
bulnya kekerasan, dan juga melihat berbagai
alasan mengapa sistem hukum pidana tidak
mampu menekan problema di atas.

Budaya Konfiik dan Pembeolaan
Martabat Komunal

Secara fungsional, makna sir”sebagai
sistem norma {yang terdin dari keharusan
dan larangan, atau hak dan kewajiban),
terutama tertihat ketika anggota masyarakat
terlibat dalam upaya mempaertahankan
harkat martabat bersama. Hal ini baik men-
cakup pembelaan terhadap harga diri mau-
pun harkat martabat keluarga. Dalam prak-
tek sehari-hari, usaha manegakkan harkat
mariabat itu tidak terlepas dar dua pola

interaksi: menyerang (aftack) dan memper-
tahankan (defence). Kedua pola interaksi ini
gosial telah teryji validitasnya melaly [in-
tasan sejarah masyarakat Sulawesi Selstan.
Berikutnya akan diketengahkan suatus ko-
relasi antara sejarah sosial Sulawesi Selatan
dengan terentuknya fenomena kekerasan
sebagai salah satu bentuk penyelesaian
konflik untuk tujuan mempertahankan harkat
martabat komunal, baik bersifat kesukuan
maupun keagamaan,

Bilamana diperhatikan rentangan waktu
menganei sefarah sosial dan relevansinya
terhadap proses pembentukan kepribadian
mesyarakat Sulawssi Selatan, maka pelem-
bagaan kepribadian tersebut tidak lepas dari
kepercayaan masyarakat Bugis dan Maka-
sar ketike mempertahankan harkat mariabat
bersama (communal honor). Harkat mar-
tabat bersama int termasuk di dalamnya
bentuk-bentuk protes dan peperangan yang
mengatasnamakan airibut suku dan agama.
Bentuk kekerasan seperti teriihat dari kasus
pertikaian fisik, semata-mata bertujuan
mempertahankan harkat mariabat, tapi tidak
akan permah dapat diterangkan alasan
timbulnya solidaritas kelompok bllamana
tidak didukung oleh nitai pacce selain siri".

Bagaimana timbulnya kekerasan dalam
hudaya Sulawesi Selatan, dalam tahap
partama dijelaskan melalui psranan sin’
secara komumal. Misalnya, perjuangan
yang timbul akibat dari kekerasan siri’,
adalah ketika raja Goa mengirim pasukan-
nya ke karajaan Bugis. Untuk menyebutkan
beberapa kasus konflik, perang suku akibat

‘Pembahasan giri secara dstil sebaegat sistern nilai dan sistem norma bisa dibaca boberapa
referensi ioka! Zeinal Abidin, 1883, op, it him.11. dan Erington, Shelly. 1889. Meaning and
Powaer in a Southeast Aslan Raalm, Princeton: Princeton University Press. him. 148. Mangamba,
H.D. 1977, Sirik dalam Kebudayaan Orang Makassar, Makalah Seminar Nasional tentang Siri.

16-17 June. Universitas Hasanuddin. him, 1.
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Islamisasi di Bone oleh Makasar tahun 1609-
1611. Penakiukan Kerajaan Goa, (Makasar)
olsh Belanda dibantu oleh Arung Palakka
tehun 1699. Tindakan Sultan Said, untuk
mengislamkan raja-raja Bugis telah me-
nyinggung martabat suku Bugis. Karena itu,
urtuk menegakian identitas dan martabat,
kerajaan Bugis mengajukan perlawanan
perang, yang kstika itu terkenal sebagai
Mussu Selleng .

Proses Islamisasi Kerajaan Bugis oleh
Kerajaan Makasar tidak lepas dari perta-
rungan ideologi, kaagamaan dan unsur
tradisi lokal, sebagai arena untuk memper-
tahankan marabat suku-suku. Paperangan
secara luar biasa tidak dapat dikendalikan
ketika Sultan Hasanuddin, Raja Goa dikalah-
kan oleh Belanda melalui kekuasaan Arung
Palakka. Suatu paperangan yang melibat-
kan motif, martabat politik dan ekonomi,
antara Belanda dengan Raja Goa tidak luput
dari pertentangn ideologl dan keagamaan.
Pembunuhan 40.000 orang oleh Kapten
Westerling roda agres! militer Balanda 1845-
1849, Pemberontakan Kahar Muzakkar (DY
Til) 1949-1967. Kenyataan bahwa masya-
rakat Sulawesi Selatan identik dengan
pemeluk agama Islam, adalah sangat mu-
dah untuk dipahami mengapa mereka tidak
mau menyerah Kepada Belanda, meski
kekalahan luar biasa telah memusnahkan
sogala warisan peradaban nengk moyang
meraka. Masalahnys di dalam masyarakat
Bugis, sif’ dan mati sahid menjadi spirit
untuk melakukan peperangan, jauh lebih
baik ketimbang mereka harus menyerah
kepada kekuatan Kompeni Belanda yang

non-Muslim.® Dalam konteks ini jelas bahwa
membela suku dan agama secara kolektif,
menjadi suatu kewajiban adat. Tetapi ke-
wajiban adat tersebut tidak bisa dijelaskan
dalam konteks pembelaan kolektit bilsmana
komponan selidaritas atau simpati (pacee)
tidak dipahami secara seksama.

Konsep sir" yang mengandung makna
sehagai harga diri dan harkat martabat ma-
nusia tersebut, tidak lepas dar istilah Siri-
ripakasiri. Seperti Andaya (1973), Chabot
{1860}, Zainal Abidin Farid (1984) dan Ering-
ton (1880) umumnya percaya bahwa, istilah
sirf ripakasitf mencakup berbagai tindakan
pelanggaran yang menyebabkan orang lain
bisa merasa dipermalukan atau direndahkan
martabatnya. Terdapat dua golongan yang
mempetlihatkan bagaimana nilai sif’ se-
bagai keblasaan lokal bertungsi sebagai pe-
ngendali perilaku seseorang yang cende-
rung pada tindakan kekerasan, Perlama,
kekerasan timbul karana motit memper-
tahankan harga diri. Kedua, kekerasan tim-
bul karena motif mempertahankan martabat
keluarga.

Nlial Fungsional Siri* dalam Praktek

Selaln membela harkat dan martabat
bersama (communal honour) bisa timbul
pertikaian fisik, pembelaan harga diri pribadi,
atau keluarga yang oleh hukum adat meru-
pakan kewajiban juga mempunyai akibat
yang sama terhadap kekerasan, meskipun
beberapa aspek tersebut sungguh-sungguh
kontradiksi dengan sistem hukum nasional.

*Pambahasan mengenal Islam, politik dan tradisi di Su-Sel bisa dibaca Harvey, Barbara
Silars. 1974. op. cit. him. 38. dan bandingken dengen J. Thontowl. 1897. foc. ¢it. him. 37. terutama
dalam kaltannya bagaimeana siri kommual berwujud dalam pertikaian yang mengarah pada

budaya kekeresan masal.

JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. 8 (] 1989

- 123



Jawahly Thontowl

Mempertahankan Harga Diri
{seff-respect)

Datam kehidupan magyarakat Sulawesi
Selatan, tindakan mempertahankan harga
diri telah menjadi suatu pedoman bagi setiap
individu untuk menegakkan harga dirinya.
Dalam Konteks sitf rifakasiri, budaya me-
lawan adalah unsur penting dalam menegak-
kan harga diri sebagei manusia. Kaidah adat
yang berbunyi /-Katfte Mangkasaraka
tallasaki risiri si agang paccea (Makasar).
Hanya karena sirf (harga diri), dan paccea
{atau rasa iba) orang Makasar bisa hidup.
Peribahasa tersebut mengajarkan kepada
masyarakat Sulawesi, sebagai pendukung
nitai sir’, bahwa inti dar eksistensinya hidup
mereka itu adalah ditentukan oleh nilai
kemanusiaan. Karena itu, sekali orang Ma-
kasar dihina atau disepelekan, maka pada
saat itu pula ia sebagai individu berkewa-~
jiban memuiihkannya. Bentuk penghinaan
harga diri misalnya, bisa dikata-katai, ia di-
templeng mukanya, atau ditempaeleng di
depan umum, atau diludahi,

Tidak adanya respon dari seseorang
yang terhina berakibat matinya kedudukan
seseorang sebagai manusia yang sempur-
na. Karena itu, adanya tindakan sepoman
dimaksudkan sebagai pemulthan {(counter
attack) atas kehormatan yang baru seja
temodai begitu fundamental. Kaidah normetif
tarsebut dikukuhkan oleh peribahasa, Apa
mo Kipattalansangang Siagang Kipatangan
Ailino punna tena mo Sirita (Tidak ada yang
paling penting dalam hidup inf kecuali mem-
partahankan nilai Siri-mu).

Dalam konteks yang lebih luas, mem-
pertahankan harga diri secara pribadi tidak
sgja mancakup perbuatan sesgorang yang
dianggap oleh adat dapat menimbulkan rasa
hina bagi orang lain.* Bahkan mempera-
hankan hak-hak kebendaan akibat adanya
serangan atau paksaan dari luar, bisa juga
tergolong kepada motif-motit yang bisa
manimbulkan kewajiban untuk melakukan
pertahanan. Akibatnye, pertikaian fisik
perkelahian atau penikaman begitu mudah
terjadi dikalangan masyarakat Bugis-
Makasar.

TABEL1
KILLING, PHYSICAL ATTACKS AND SEXUAL ASSAULTS
IN SOUTH SULAWESI

Year Kliling Physical Attack Soxual Assault
1983 268 2047 84
1984 197 3256 175
1985 185 3154 176
1986 201 3160 151
1987 213 2802 68
Total 1,075 15,018 652

Source: Adopted from the Palice Headquarters Report 1988.

SPola pertahanannya, sabagai me
bisa dibaca di dalam Eringto

(attack) dan bertahan (defence)lebih komprehenst
n 1989, joe. cit. him 154, dan Erington, Shelly.1977. 8irl, Darah dan

Kekuasaan Politik di dalam Kerajaan Luwu Zaman Dutu. Bingkisan: 182: 40-62. him42,
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Salah satu konsekuensi hulwm dari ke-
wajiban seseorang untuk mempertahankan
harga diri, telah membebanian psrtang-
gunglawaban (fiabilily) hanya kepada pihak-
pinak yang tariibat langsung. Misainya, par-
kelahian satu lawan satu merupakan penye-
lesalan konflik kekerasan yanyg diperboleh-
kan dalam hukum adat. Keterlibatan orang
lain terlarang, meski dalam praktek terka-
dang bisa dilanggar. Kaidah adat sepert itu
tetap menjadi rujukan masyarakat,

Sama halnya bebarapa pasal mengsnai
penganiyayaan (Pasal 351 (1) s/d 358 KUMP
dirasakan tidak efektif dalam menekan
peranan dominan dari kerangka normatit
hukum adat.

Dari data tersebut dl atas memang jelas
bahwa nalk turunnya kekerasaan terlihat,
tidak akan tetapt kasus penganiayaan ter-
masuk pembunuhantetap menujukkan ang-
ka yang konstan. Dengan demikian faktor
kebiasaan lokal labih merupakan taktor do-

TABEL 2
PHYSICAL VIOLENCE IN NEWSPAPER RECORDS
OF SOUTH SULAWESI

Year/Month Killing Physlcal Assault Sexual Assauit
1889/March 12 5 4
May 20 4 2
June 11 9 4
1880/January 9 10 0
March 3 7 2
August 14 8 2
September 9 7 3
October 14 5 1
1992/Nevember 8 4 1
[ December 18 12 1
1993/January 17 13 1
February 18 4 2
Marcn 17 6 1

Sourca: Figldwork 1893

Ironisnya Pasal 182,183,184,185,186
KUHP yang berkaitan dengan larangan
berkelahi, secara perorahgan maupun
secara massal, dan ancaman bagi merska
yang terlibat datam hal tersebut, termasuk
adanya ancaman dengan sanksi pidana
selama-lamanya 12 tahun kurang efektif.

minan selain telah menjadi sumber norma
masyarakat yang jauh lebih dutu dikenal da-
lam praktek sehari-hari, juga disebabkan
karena hukum pidana dianggap sebagai se-
suatu yang baru, dar kekuatan luar hukum
Kolonial Belanda.
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Memullhkan Martabat Keluarga
(Restoring Family Honour)

Komponen penting dari fungsi sir’ se-
bagat nilai dan norma masyarakat Sulawesi
Selatan adalah betkaitan dengan kedudukan
wanita inti perhatian dari keluarga dalam
sistem kekerabatan. Sesungguhnya me-
nempatkan perananwanita dalam keluarga
begitu penting tidak hanya bertaku di Su-
lawest Selatan. Pemahamarn seperti itu juga
berlaku di Madura dan tempat-tempat iain.
Namun, peranan wanita di dalam struktur
sosial masyarakat Sulawesi Selatan mem-
iliki dinamika vang lebih spesifik.

Pemahaman mengenai siri’ dalam
kaitannya dengan kedudukan wanita dalam
hukum adat mereka begitu keras atau keku.
Ssbab, dalam perkawinan, peran dan sta-
tus sosial, kebangsawanan seseorang wa-
nita cukup menentukan. Tidak saja dalam
kaftannya dengan peraturan adat mengenai
derajat seorang laki-laki yang akan menjadi
calon suaminya, melainkan juga sangat me-
nentukan masuknya jumlah dari investasi
harta kekayaan keluarga. Seorang laki-laki
yang mempunyai derajat lebih rendah dari-
pada status wanita yang akan dikawinnya
akan berakibat jatuhnya keluarga laki-laki.
Akan tetapi dampak yang ditimbulkannya
jauh berbeda hilamana laki-laki bangsawan
{Karseng, Datuic atay Puang) mengawini per-
empuan yang beratatus sosial lebih rendah.

Hubungan yang relevan antara fungsi
sirt’ datam timbulnya fenomena kekerasan
bisa dibuktikan melalul berbagai pslang-
garan terhadap hukum keluarga, terutama
paraturan hukum perkawinan. Pelanggaran

adat yang berakibat timbulnya kekerasan
yaitu kawin lari (Silariang), kawin dipaksa
lari {Nilariang), dan hubungan intim di uar
nikah {Salimarg). Timbulnya kewajiban agdat
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam per-
tikaian keluarga sepsri itu, dilandasi oleh
konssp hukum seperti diungkapkan -olsh
Said.

Sirf’ atinya parasaan malu yang mewa-
jibkan pada setiap orang yang terkena malu
untuk memulihkannya. Dalam kasus pe-
langgaran hukum perkawinan, kata sifi tidak
hisa diartikan secara tepat dengan ung-
kapan maiu, Sebab, arti yang sebenamya
dari siri itu dapat dilihat ketika seseorang
melanggar peraturan hukum kebiasaan.
Tomaslrina (pihak yang dipermalukan, yaitu
orang tua perempuan juga anggota keluarga
tain), hal untuk memulihkan kehotmatan ke-
luarga dar Tomangala (pihak-pihak yang
dikejar-kejar), Yang berkewajiban menerima
sanksi adat.”

Memang mengenai peraturan siapa
yang berhak metakukan tindakan pemulihan
harkat martebat keluarga tidek dirinci secara
Jelas. Tetapi bentuk sanksi yang harus dija-
tuhkan kepada pelanggar adat, (Tomannala)
adalah jelas. Pertama sanksi hukum dengan
kekerasan yaitu pembunuhan ferhadap pe-
laku, Dalam kasus kawin lar, kedua pelaku
sama-sama bisa dibunuh. Sedangkan kawin
paksa secara hanya membenarkan psmbu-
nuhan dilakukan kepada laki-laki pelaku
saja. Ancaman sanksi adat seperti itu selain
bortentangan dengan beberapa pasal KUHP
(Pasal 338 dan Pasal 340), Juga berten-
tangan dengan hak-hak asasi manusia. Se-
kalipun tidak terlalu banyak jumlah kawin

"Pandangan tersehut telah autentik diterima ssbagat norma hukum dalam budaya sirt, di
Sul-Sel lthat Zainal Abiddin.1888. §fri dan Kejahatan: Tinjauan Dari Segl Budaya Hukum
Adat. Ujung Pandang. Kertas kerja pada Seminar Universitas Hasanudin. him. 35. ' _
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lari dalam setiap tahunnya di setiep daerah
sampe! penelitian bila dibandingkan dengan
jumiah parkawinan nonmal, dllihat dari segi
keamanan tetap menngganggu ketertiban
masyarakat,

namakan sigannchtingtersebut sesungguh-
nya bisa dicegah, baik oleh lembaga adat
atat lambaga hukum formal. Akan tetapl,
peraturan huium pidana tamyata tidak cu-.
kup memadai untuk menekan Kecende-

TABEL 3
‘ELOPEMENT MARRIAGE IN TAKALAR
VIHBQPB 1888 | 1839 | 1990 | 1991 1992
Sombalabella 12 18 19 10 10
Pattallasang 6 7 6 19 10
Pa'buddukang 3 3 4 1 5
Bonto Kadatto 2 2 3 g 2
Bulukunyi 1 1 1 1 1
Moncongkomba 0 2 3 2 1
Maradekaya 3 ] i} 5 8
Mattompodalle 8 4 3 4 4
Bajeng 19 9 4 B 8
Malewang 10 9 5 8 2
Total 62 61 54 78 31
Source: Fieldwork 1883
Kepastian hukum penggunaan sanksi  rungan tersebut.
jelas terjamin, sebab keluarga perempuan Fungai hukum preventif dari pihak pene-

sebagai (fomasin naatau pihak yang diper-
malukan) hanya berkewajiban membunuh
dua orang pelaku yang bersalah. Sementara,
meski pihak keluarga yang membikin malu
(Tomangala) dibolehkan melindunginya,
mereka dilarang menjadi target pembu-
nuhan. Kedua hukum adat ini masih efekt,
dan naiknya beherapa pasal dalam KUHP,
khususnya mengenal larangan terhadap
pelanggaran dan kejahatan nyawa tidak
mampu merakam kecenderungan tersebut.
Pasal 338, 340, misalnya, sungguh ber-
tentangan dengan semangat dari nilai hu-
kum yang hidup dalam masyarakat Sulawesi
Selatan. Tindakan-tindakan yang mengatas-

gak hukum formal tidak bisa diandalian.
Bukan saja Karena persoalan kompetensi
hukum, antara lembaga hukum adat dengan
hukum formal, melainkan lebth penting lagi
fenomena kekerasan yang ditmbulkan cleh
motit-motif hariat martabat keluarga berada
di luar cakupan sistem hukum pidana nasio-
nal. Kesukaran yang dihadapi anggota
masyarakat untuk menekan atau mengha-
langi terjadinya pembunuhan tidaklah mu-
dah. Bahian menurut ketentuan Pasal ‘meng-
hakimi sendiri’ 304 KUHP, setiap orang
diwajibkan memberikan pertolongan kepada
orang yang terancam. Ancaman 2 tahun
huicuman bisa dljatuhkan kepada mereka
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yang mengabaikannya. Pasal ini adalah je-
las bertentangan dengan ketentuan hukum
adat di Sulawesi Selatan. Sebab, memulih-
kan martabat keiuarga tergolong kepada ke-
waiiban adat, yang tidak membenarian ke-
tertibatan orang lain.® Secrang foma sirfna,
akan mengatakan biariah ini urusan siriku
(alliliko saribatang). Hal seperti itu terjadi
ketika seseorang bermaksud membunih
namun dihalangi oleh orang lain. Orangyang
membala itupun akan segera mundur bila-
mana kate-kata seperti itu terdengar lang-
sung oleh penolong suka rela.

Kecuali lembaga imam desa dalam
struktur masyarakat Bugis Makasar begitu
penting dalam kaitannya denganfenomena
kekerasan. Kontribusi imam desa dalam
persoalan menekan ketertiban tersebut tidak
pemah diperhitungkan oleh karena mereka
berada di luar sistemn hukum pidana nasio-
nal. Secara empiris lembaga imam desa,
dalam kasus kawin lari sungguh bisa
diandalkan. Sehab, bilamana pelaku kawin
lari meminta suaka adat kepada imam desa,
adalah tidak mungkin pihak tomasirina
dapat metakukan pembunuhan terhadap
kedua orang pelaku kawin lari, yang berada
di rumah imam désa. Ini berarti bahwa kon-
tribusi imam desa dalam memelihara keter-
tiban masyarakat tidak bisa dikesamping-
kan.
Selain itu, peranan imam desa tidak
terbatas pada fungsi preventit, mereka Juga
dapat menjalankan peranannya dalam
aspek penerapan hukum. Misalnya, imam
desa bisa memainkan peranan sebagai
mediator dalam menyelenggaraken proses
perdamaian keluarga (baftu abadfi). Pro-
sedur dari penyelenggaraan damai tersebut,

bukar saja tersedia peraturan pelaksanaan-
nya secara pasti, mglainkan Juga daya ikat
hulkum (legal binding force) putusan dari
imam cukup handal dalam mengakhiri suatu
pertikaian.

Kelemahan dari fungsi peranan mediasi
yang diselenggarakan oleh imam desa ter-
sebut adalah bahwa permusuhan tersely-
bung antara (fatent antagonism) pihak-pihak
yang sedang terlibat konflik keluarga tidak
bisa diredakan. Ketegangan lainnya akan
hilang bilarmana perdamaian keluarga telah
diselenggarakan oleh keluarga dua belah
pihak melalui jasa baik imam desa. Bagai-
mana paerasaan permusuhan akibat kawin
lari itu berkoreksi positit terhadap tercip-
tanya temperamen dati jiwa orang Makasar
yang begitu sensitit. Situasi sensitif tersebut
tidak hanya terbatas pads pihak-pihak yang
secara individual langsung sedang konfiik,
melainkan juga sacara komunal sebab
anggote masyarakat lainnya yang terikat
oleh ikatan kekerabatan juga turut meng-
alami perasaan yang rentan itu.

Dua kelompok keluarga yang konflik
atau berarti membangkitkan kedua anggota
keluarga besar untuk secara diam-diam ter-
libat dalam permasalahan yang tersem-
bunyi. Karena itu, bilamana sedikit saja
terdapat pemicu, maka tidaklah sukar untuk
secara lebih cepat anggota masyarakat
terlibat, dan sukar untuk dibendung lantaran
situasi jiwa sstiap individu dalam masya-
rakat bagitu rentan dan sangat sensitif. ltu-
lah sebabnya, mengapa tindakan kekerasan
secara individual menjadi- begitu mudah
dilibatkan dalam konflik kekerasan yang
lebih besar. Meskipun terkadang tidak ada
hubungan secara langsung.

SPenjelasan mengenai kontrol sostal yany tidak efektit dalam masyarakat Bugis dan Makasar

dapat dibaca di Thontowi.1987. op cit. him, 278.
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Pengaruh Ajaran Islam dalam
Pembelaan Dirl

Kebudayaan masyarakat Sulawesi
Selatan, ternyata telah dipengaruhi oleh nilai-
nilat keagamaan, khususnya Isiam.? Stkap
dan perilaku pertahanan harkat martabat
keluarga, terutama dipengaruhi oleh afaran
tentang membela diri dalam ajaran lslam.
Salah seorang Sarjana Islam, seperti Hamka
mengakui adanya hubungan antara ajaran
Islam dengan konsep sirf’ sebagai ciri khas
budaya lokal.'

Sumber hukum baik dari Quran mau-
pun dar Hadits menegaskan bahwa mem-
bela diri untuk dirinya, anak isteri dan untul
keluarga, serta harta kekayaan adalah me-
rupakan kewajiban, Konsekuenst hukumnya
adalah seseorang yang gugur ketika mem-
pertahankan keluarga dan hartanya bisa
tergolong kepada mati syahid.

Ajaran pembslaan diri dalam Islam ter-
sebut mendapatican pembenaran dalam nilai
budaya lokal di Sulawesi Selatan. Kesa-
maan substansi dari kedua nilai tersebut,
terutama bisa dikali dari peranan periba-
hasa, atau horma-norma yang bisa disebar
luagkan, dari mulut ke mulut. Hal ini sesuai
dengan prinsip dan fungsi penggunaan peri-
bahasa dalam memberikan motivasi tarha-
dap usaha pembelaan diri. Seperti diungkap
oleh Scott, sebagat berilat:

Proverbs, folkspngs, oral history, leg-
ends, jokes, languegs, ritual, and refi-
glon can help 18 gauge the syambolic
distance betweer: the elite and the peas-
antry’ " {Scott 1977: 238).

Peribahasa ini semula dipergunakan
oleh masyarakat dalam kaitannya dengan
usaha masyarakat melawan kekuatan
Kolonial Belanda. Namun, fungsi dari ajaran-
ajaran membsla difi, termasuk semangat
tari ajaran lslam tetap dipergunakan, meski
tantangan ekstemal dari penjajahan telah
tiada. Akibatnya, ajaran itu tetap dipergu-
nakan dalam kaitannya dengan pembelaan
diri antara keluarga. Misalnya, ketika konsap
mati syahid dipgrgunakan dalam pola per-
tahanan diri dalam lslam, maka kesamagn
ftu pula ditemukan dalam pola partahanan
lokal. Misalnya, mate sirf’ mate rigoflaf, mate
risantangf (mati karena sir¥’ ity ibarat mati
yang manis dan mafi yang disantani}. De-
ngan demikian maka kedudukan seseorang
yang mati untuk membela sir’ adalah
terhormat dihadapan keluarganya.

Interaksi ajaran Islam mengenai mem-
bela diri dengan budaya ickal temyata tidak
saja berlaku di Sulawesi Selatan, melainkan
juga di dalam budaya lain, Keiser menjelas-
kan sebagai berikut:

Finally, Islam creates and releases pow-

erful emotions, which propel people

SPambahasan Islamisasi di Sulawes! Selatan bisa dilihat Mattulada. 1975, Latoa: Lukisan

Antropology Politlk Ma

Bugls. Ph.D. Thasis. Jakarta: Universites Indonesia. him. 351.

dalam kaitannya Islam terintegrasi ke dalam kebudayaan Sulawesi Selatan, khususnya dalam

segt Syariah Islam.

“Hamka. 1977. “Pandangan lslam Terhaﬂa;j Siﬁ'}:ull(jegas kerja pada Seminar Naslonal
tentang SirP di Universitas Hasanuddin, 16-17 June. him. 4.
11Seoft, C. Jamas.1977. The Moral Economy of The Peasant: Rebelillon and Subsistence

in Southeast Asia. London: Yala University Press.. him. 238,
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toward certain behaviour, despite per-
sonaf costs, by virtue of the part these
play in constructing the self.'?

Di dalam praktek dan pengalaman ma-
syarakat di Sulawes! Selatan, ajaran tantang
pertahanan diri untuk membela harkat mar-
tebat telah diperkuat oleh ajaran agama yang
bersumber dari afaran Islam. Sehingga ke-
bolehan melakukan kekerasan untuk mem-
bela harkat maitabat di Sulawesi Selatan
menjadi lebth kuat kedudukannya.

Badik Sebagai Simbol Kejantanan

Kebiasaan masyarakat di Sulawesi Se-
latan untuk membawa badik {(senjata tajam)
memang tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Karena itu, selain kedudukan saseorang se-
bagal manusia ditentukan oleh martabatnya,
maka secara konseptual makna sir’ ber-
sumber selain kepada nilai-nilai tradisional
juga kepada sumber-sumber ajaran lslam,
khususnya dalam kaitannya dengan ke-
wajiban membela diri. Persoalannya, me-
ngapa kekerasan akibat mempertahankan
harga diri atau memulinkan hariat martabat
itu sendin acapkali membawa akibat yang

fatal (penikaman dan pembunuhan} bagi
keselamatan jiwa dan raga manusia.

Memang dalam budaya masyarakat
Sulawesi Selatan, peristiwa kekerasan bisa
timbul dengan cepat dan diplcu hanya oleh
alasan-alasan yang sepele agakiah sukar
untuk dipahami bilamana hanya dilihat
peranan dari kewajiban adat. Namun, se-
cara fungsional kebiasaan membawa badik
bagi masyaraket, sebagai simbol kejan-
tanan tampak lebih signifikan dalam malihat
fenomena hukum dan kekerasan di Sulawest
Seolatan.®

Usaha untuk membatasi kebiasaan
membawa badik sesungguhnya talah lama
berlangsung. Perangkat hukum telah jelas
seperti dietur oleh Pasal 2 Undang-Undang
Darurat No 12 Tahun 1851, ditegaskan se-
bagat berikut. Pada dasamya, siapa saja
tanpa izin dilarang mengimpor, membikin,
mensrima, menjual, membawa, dan memu-
dehkan atau secara rahasia menggunakan-
nya benda yang tajam itu adalah diancam
dengan hukuman 10 tahun penjara.

Dilinat dari segi umur peraturan dikeluar-
kan sesungguhnya telah cukup lama se-
hingga tidak ada alasan untuk mengajukan
alasen kurangnya sostalisasi dan penye-

3L incoln, Kelser. 1880. Friend by The Day Enemy by Night: Organlzed Vengeance In a
Kohistant Communfty, Qrlande Holt Rinshart and Winston. Inc. him. 32,
“Terdapat tiga hasll penelitian yang cukup komprehensif mengenai badik atau senjata

tajam di Sulawesi Selatan. Hasan Basi, 1978, Antara Badik dengan Rufi-Rufl Penjara (Suatu
Pendekatan Pslkologl Terhadap Tindakan Kriminal yang Mengatagnamakan Sht’). Ujung
Pandang: PLPIS. Universitas Hasanuddin.. lebih menskankan analisisnya pada hubungan
antara badik dan kriminglitas dengen menggunakan pendekatan psikologl. Sedangkan Gani,
Zulkifli, 1887. Tinjauan Kriminologls Mengenal Kejahatan Akibat Penyatahgunaan Senjata
Tajam di Ujung Pandang 1982-1986. Tesis Sarjana Hukum. Ujung Pandang. Fakuites Hukum
Universitas Muslim Indonesia. lebih menekanian perhatiannya pada hubungan antara tingkat
kekerasan, kelantanan nyawa dan badik. Sementara itu, Hasan. 1891, Badlk dalam
Kehldupan Orang Makasar: Studi tentang Antropolog! Rellgl. Tesis Sarjana Antropalogi. Ujung
Pandang. Departeman Antropologi Universitas Hasanuddin, lebih menekankan kajiannnya pada
fungst badik dari segi nital-nilai tradidisional masyarakat Makasar,
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baran terhadap peraturan hukum tersebut.
Bilamana dicermati ancaman hukuman yang
tarsedia itupun juga cukup berat sehingga
msemungkinkan seseorang bisa merasa
takut. Aneihnya, asumsi separti it tidak
dapat dipertahankan dan karenanya
masyarakat Bugis dan Makasar tetep mem-
bawa badik bilarnana mereka pergi keluar
rumah. Setidak-lideknya, alasan mengapa
kebiasaan membawa badik tidak bisa di-
tekan berkaitan dengan tumbuhnya pe-
rasaan fiwa yang serba tidak aman (feeling
of insecure) karena situasi sosial, politik dan
keamanan selalu tidak stabil. Berbagai hen-
tuk konfilk sosial dan politik, yang kemudian
berakhir dengan penyelesaian kekerasan
melalui peperangan di sepanjang masa, di
tanah Bugis dan Makasar memang tidak
mugdah menafikkan timbulnya chsesi men-
dalam. Perasaan curiga terhadap orang lain
dan mudahnya melakukan tindakan yang
agresif karena cepat tersinggung telah cu-
kup menujukkan bukti adanya perasaan
tidak aman itu.

Kenyataan mengenai perasaan tidak
aman sukar dihilangkan oleh karena bebe-
rapa faktor. Praktek penegakkan hukum
{law enforcement) khususnya mengenai
fungsi preventifnya temyata tidak mampu
membetikan jaminan terciptanya keamanan
dan keteriiban. Semakin masyarakat mera-
sa tidak terjamin keamanannya oleh pene-
gak hukum, maka pada wakiu itu pula ma-
syarakat tidak akan meninggalkan ke-
biasaan membawa senjata tajamnya. Peno-

Ty e

lakan sebagian masayarakat Australia ter-
hadap Gun Law tahun 1926, pelarangan
masyarakat membawa senjata api hampir
sama dangan pengalaman masyarakat
Sulawesi Selatan_* Dalam konteks ketigak
efektifan peraturan hukum mengenai senjata
tejam iu fuga kerena perscalan pelaksanaan
hukum yang dianggap diskriminatif. Seorang
bangsawan dengan surat izin dari Kapaolres
bisa membawa badlk (senjata tajam) yeng
dianggap ssbagai banda keramat. Semen-
tara itu, definisi hukum mengenai istilah ben-
da keramat begitu relatif. Sebab, badik atau
keris yang dianggap oleh orang biasa se-
bagai keramat belum tentu akan mémper-
oleh surat izin maskipun mereka mengaju-
kan permchonan. :
Faktor [ain yang menyebabkan kebia-
saan membawa badik tidak bisa dikurangi
adalah berkaitan dengan nilal-nilal exdat, yaitu
urituk keperivan mempertahankan harga diri.
Misalnya, ada kepercayaan yang berkem-
bang dikalangan mereka bahwa badik ber-
guna untuk menolak bala bancana. Sebab,
seseorang akan dapat terhindar dari peng-
hinaan bilamana orang yang akan dihina
itu membawa badik. ltulah sebabnya, me- -
ngapa badik dipandang sebagai simbol
kejantanan oleh karena badik mernpakan
pakaian keberanian (onrowanne kabu-
ranean) bagi laki-laki. Dari segi keperiuan
praktis pembelaan harga diri dan martabat,
memany badik itu dikatakan sebagai “sau-
dara yang paling.dekeaf”. Bukan saja dengan
badik dapat menimbulkan keberanian uniuk

“Dalam catatan penelitian penulis tahun 1891, mengenai senjata tajam, kebanyakan

responden (87%) dari anak-anak SMA di salah satu Kabupaten, tetap tidak mau meninggalkan
keblasaan membawa badik sebab mereka percaya bahwa badik bisa dianggap sebegai alat
penolak ballak. Semeniara itu, “sebagiar masayrakat Australia menolaic diundangkarmya Gun
taw (Untang-Undargy mengenat Senjata) oleh Parlemen di Canberra tahun 1886, Keberatanan
meroka. lathadap Gun Law disebabkan: karena mproka yang bereda di desa-desa -Australia
tetap meresa tidak terjamin keamanannya. e e
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melakukan periawanan, melainkan juga vi-
tal artinya bagi kedudukan seorang laki-laki
ketika sfr” perlu ditegakkan secara sendi-
rian.'s Karena itu, tidak heran bilamana di
dalam beberapa kasus perselisthan ditemu-
kan motif yang sepele, tetapl akhirnya me-
reka teriibat dalam partikaian fisik, pembu-
nuhan. Sebabnya, cukup sederhana kebia-
saan membawa badik telah membentuk
pola pikir antara “membunuh atau dibunuh®,
*didahului etau mendahului® bilamana me-
reka teriibat dalam perselisihan.

Kesimpulan

Gambaran mengenai kekerasan di Su-
lawesi Selatan sebagalmana dijelaskan
gambarkan di atas memang cukup menarik
dicermati. Hal itu bukan sekedar karena
jumlah dari banyaknya tindakan kekerasan
yang bertentangan dengan peraturan hu-
kumn. Lebih dari itu karena adanya kontra-
diksi antara peraturan hukum kebiasaan
masyarakat Sulawesi Selatan dengan
peraturan hukum pidana, KUHP dengan
Pasal 2 UU Darurat 12 Tahun 1951, Per.
kembangan lanjut dari norma-noma hukum
yang tidak tertulis, dan yang saling kontra
diktif itu bukan saja disebabkan karena
peranan dominan nerma hukum substan-
tive sir’dalam kaitannya dengan kewaliban
setiap individu untuk mempertahankan
harga diri (seff-raspeci) atau harket martabat
keluarga {communal honour). Melainkan
juga disebabkan karena institusi adat, se-
perti jurisdiksi hukum imam desa dan

autoritasnya untuk memberikan suaka hi-
dup, dan menyelenggarakan mediasi terha-
dap para pelaku kawin lari masih tetap diakui
kehadirannya di dalam masyarakat Sula-
wasi Selatan.

Meskipun secara konseptual pema-
haman terhadap kebiasaan lokal, khusus-
nya peranan fungsional dari s/ri’dan pacce
telah dicoba dikategorikan kepada pola
interaksi sosial menyerang (aftack) dan ber-
tahan (defence), gambaran dari tenomena
kekerasan di Sulawesi Selatan baru dapal
dipahami setelah mengkajt interaksi bebe-
rapa komponen yang relevan dengan pro-
ses pembentukan kebudayaan masyarakat
Sulawesi Selatan, Latar belakang sejarah
politik dan sosial, serta berbagai bentuk kon-
flik dan peperangan masa lalu, pengaruh
ajaran [slarm mengenai pembelaan diri, dan
kepercayaan masyarakat unfuk selalu mem-
bawa badik (beda tajam) telah turut andil
secara signifikan dalam pembentukan norma
sin”berfungsi lebfh efektit dalam membang-
kitkan perilaku masyarakat untuk menye-
lesaikan suatu pertikaian dalam bentuk
kekerasan. e
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